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Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta
Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang
Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan
Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan
Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), PP 50 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.133, TLN No.6366), Perpres 57
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Waijib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e sampai dengan huruf
|, mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik
melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat menyampaikan dokumen
pendukung melebihi jangka waktu dalam hal terjadi keadaan kahar antara lain
peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana
lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Dalam hal
terdapat kesalahan penerbitan SKTD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKTD Pengganti. Badan Usaha Angkutan
Udara Niaga Nasional yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 berdasarkan PMK Nomor 193/PMK.03/ 2015, dianggap sudah
mengajukan permohonan SKTD atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat
angkutan tertentu dan diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atas pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.03/2015 (BN Tahun 2015 No. 1537) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.03/2015 (BN Tahun 2015 No. 1538), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 dan diundangkan pada
tanggal 24 April 2020.

Lampiran halaman 33-137.



